
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA DENPASAR 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 28 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU 
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA DENPASAR, 

 
Menimbang  : a. 

 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 
 
 
 
 
 
d. 

 

bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat; 
 
bahwa pasca terjadinya bencana non alam berupa 
penyebaran corona virus disease 2019, menyebabkan 
pendapatan sebagian besar wajib pajak menurun, 
sehingga berdampak menurunnya kemampuan 
membayar pajak daerah, sehingga pemerintah daerah 
kembali memberikan pengurangan atau penghapusan 
sanksi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak; 
 
bahwa Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara  Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif  dan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Tata Cara  Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak; 
 
 
 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000762-SRT-0820231_conv.pdf

 



 
Mengingat  : 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3465); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6871); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 
 
 
 
 
 
 
 



8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 
 
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 
2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4   
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan 
atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2022 Nomor 14); 
 

 
 

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN 
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN 
PAJAK. 
 

  Pasal I 
   

  Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Tata Cara  Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan 
atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 
4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan 
atau Pembatalan Ketetapan Pajak (Berita Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai 
berikut: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 4 
 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 
Pasal 3 berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan 
pembayaran mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 
31 Agustus 2023. 

 
 
 

 



 
 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 
 

 
Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 

WALIKOTA DENPASAR, 

ttd. 

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 
 
Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 7 Juli 2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 
 

ttd. 
 

IDA BAGUS ALIT WIRADANA 
 
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 28 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh 
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,  
 

 
 
 

Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.  
NIP. 19750917 199903 2 008 
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